SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAKALAR

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAKALAR

NOMOR 6 TAHUN 2026
TENTANG

PENETAPAN ADMIN SISTEM INFORMASI PENGGANTI ANTARWAKTU (SIMPAW)
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TAKALAR
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAKALAR

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAKALAR,

Menimbang

a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 421 ayat (3)
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang
Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan
atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang
Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang, yang
menyatakan calon terpilih Anggota Dewan
Perwakilan Daerah kabupaten/kota ditetapkan oleh
KPU Kabupaten/Kota;

b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 48
ayat (S5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6
Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon
Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan
Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum, yang
menyatakan KPU Kabupaten/Kota mengganti calon
terpilih anggota DPRD kabupaten/kota dengan calon
dari DCT anggota DPRD kabupaten/kota yang

memperoleh suara terbanyak berikutnya dari Partai



Mengingat

2

Politik yang sama di Dapil yang bersangkutan;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a dan b di atas, perlu
menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan
Umum Kabupaten Takalar tentang Penetapan
Pengelola Sistem Informasi Pengganti Antarwaktu
(SIMPAW) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Takalar di Lingkungan Komisi Pemilihan

Umum Kabupaten Takalar.

. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang

Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan
Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 6863);

. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun

2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum,
Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320)
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor
12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun
2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum,
Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);



Memperhatikan
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Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun
2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan
Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020
tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan
Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan
Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2023 Nomor 826);

. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun

2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih,
Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon
Terpilih dalam Pemilihan Umum (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 101);

1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360

Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan
Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan
Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi,
dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan
Umum Tahun 2024 sebagaimana telah beberapa
kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi
Pemilihan Umum Nomor 1192 Tahun 2024 tentang
Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan
Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan
Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil
Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat,
Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional

dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;

. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten

Takalar Nomor 8 Tahun 2024 tentang Penetapan

Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan
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Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Takalar dalam Pemilihan Umum Tahun
2024;

3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Takalar Nomor 9 Tahun 2024 tentang Penetapan
Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kabupaten Takalar dalam Pemilihan Umum

Tahun 2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :  KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAKALAR TENTANG PENETAPAN ADMIN
SISTEM INFORMASI PENGGANTI ANTARWAKTU (SIMPAW)
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TAKALAR DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAKALAR.

KESATU :  Menetapkan
Nama : Nurhidayat, A.Md
NIP :198902032019031005
Jabatan :  Pengelola Layanan Operasional
Sebagai : Admin Sistem Informasi Pengganti
Antarwaktu (SIMPAW) Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Takalar.
KEDUA :  Kepada Admin/Staf sebagaimana tersebut pada DIKTUM

KESATU melaksanakan tugas dan tanggungjawab sesuai
dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang

berlaku;



KETIGA :  Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Takalar
Pada tanggal 5 Januari 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAKALAR,

Ttd

BUDI HARYONO JUMIYANTO

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAKALAR

ub Bagian

nyelenggaraan Pemilu dan Hukum,

Azhari Jupri



